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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber
daya manusianya. Kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh
Indonesia ini tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Kekayaan itu patut untuk dijaga
agar terjadi keharmonisan di antara kedua sumber dayanya. Dengan perkembangan
zaman yang mendorong munculnya globalisasi ini, tidak melulu memberikan
dampak negatif bagi Indonesia. Perlu diketahui, dengan adanya globalisasi di
Indonesia dapat mendorong Indonesia dalam hal pembangunan di berbagai aspek
dan bidang guna mensejahterakan penduduk yang tinggal di Indonesia.

Salah satu cara untuk mensejahterakan penduduk adalah dengan
meningkatkan kemajuan ekonomi suatu negara. Perekonomian merupakan tulang
punggung kemajuan suatu negara dengan tolak ukur kemajuan ekonomi adalah
dunia bisnis. Dunia bisnis merupakan dunia yang terus mengalami perkembangan
dari waktu ke waktu sehingga dunia bisnis menjadi dunia yang paling ramai
dibicarakan di berbagai forum, baik forum-forum nasional maupun forum-forum
internasional. Kegiatan bisnis sejatinya merupakan bidang usaha dengan jangkauan
yang (hampir) tanpa batas sehingga semua kesempatan dapat diolah menjadi
peluang bisnis. Peluang bisnis yang luas akan berdampak pada perkembangan
ekonomi. Perkembangan ekonomi dapat tercapai dengan baik dan sehat apabila
didukung oleh lingkungan yang baik, misalnya suasana politik dan keamanan yang

kondusif, kepastian hukum, dan tersedianya faktor pendukung lainnya. Berbagai



faktor eksternal juga sangat mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi yang secara

komprehensif mempengaruhi badan usaha dan korporasi yang bersangkutan.

Lingkungan bisnis atau usaha yang sangat memberi pengaruh terhadap perilaku

badan-badan usaha dalam rangka mengembangkan perusahaan, antara lain adalah:!

a.  Faktor politik dan keamanan yang memungkinkan kegiatan usaha dapat
berjalan dengan aman;

b.  Faktor hukum atau regulasi yang menjamin legalitas dan kepastian dalam
kelangsungan hidup perusahaan serta menjamin kemampuan berusaha;

c.  Ekonomi internasional dan ekonomi nasional merupakan barometer terhadap
produktivitas perusahaan yang secara lansung atau tidak memberi manfaat
pada masyarakat atau pelanggan.

Selain hal tersebut diatas, banyaknya pelaku usaha yang ikut andil dalam

menciptakan persaingan usaha antar para usahawan juga merupakan salah satu

faktor pendorong seseorang melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan
suatu badan usaha atau perusahaan.

Kemajuan ekonomi di era milenial saat ini sangat pesat dan berbanding
lurus dengan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir sehingga
memudahkan para pelaku ekonomi baik perorangan maupun bersama-sama
menjalankan proses bisnisnya. Semakin besarnya bisnis yang dijalankan tentunya
dapat menguntungkan bukan hanya bagi pelakunya akan tetapi negara. Dalam
menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam

berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang

! Neni Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha limu, Yogyakarta,

hal. 3



kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan
tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Untuk mengimbangi hal itu
maka pemerintah selaku pihak yang berwenang mengatur dan mengawasi telah
melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan titik berat pada bidang
ekonomi. Pembangunan di segala bidang tersebut haruslah didukung dengan
tatanan hukum yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi nasional,
mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu tatanan
hukum yang telah berhasil diusahakan adalah peraturan tentang Penanaman Modal
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Selain itu dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan
berusaha, pemerintah perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi
secara elektronik, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. Peraturan Pemerintah yang mulai berlaku sejak diundangkan yaitu
tanggal 21 Juni 2018 banyak memberikan perubahan terutama di sektor penanaman
modal. Perizinan berusaha yang awalnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berada di tangan Menteri,
Gubernur, Bupati/Wali Kota dan pejabat lainnya yang ditetapkan oleh Undang-
Undang, namun sejak lahirnya Peraturan Pemerintah ini perizinan berusaha
diberikan kepada Lembaga OSS.

Kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam berbagai skala
dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan dimaksud dapat meliputi baik dalam

bentuk produksi (barang dan atau jasa), perdagangan (barang atau jasa), maupun



perantara. Baik berskala lokal, nasional, maupun internasional.? Setiap kegiatan
usaha atau bisnis yang dijalankan biasanya menggunakan kendaraan bisnis yang
dinamakan perusahaan. Perusahaan yang akan menjadi pilihan bagi para pengusaha
baru adalah bentuk badan usaha non badan hukum seperti perusahaan perorangan.
Tetapi selain perusahaan perorangan, terdapat juga pelaku usaha non perseorangan
yaitu badan usaha seperti persekutuan yang terbagi menjadi tiga, yaitu persekutuan
perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer, ketiga bentuk perusahaan
persekutuan  tersebut  memiliki  kemiripan  karakteristik  dalam  hal
tanggungjawabnya (liability).

Untuk mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pihak yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yaitu
diantaranya tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pelayanan administrasi hukum umum telah menerbitkan Peraturan Menteri
Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran Persekutuan Perdata,
Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer.

Sebagai salah satu pendukung perkembangan usaha terutama terkait dengan
penerbitan perizinan berusaha, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan

Firma, dan Persekutuan Perdata membuat ketentuan yang sedikit banyak

2 Sri Redjeki Hartono, 2000, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Mandar Maju, Bandung, hal.70

3 Hukumonline.com, 2009, Tanya Jawab Hukum Perusahaan, Visimedia, Jakarta, hal. 95
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mempengaruhi Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan
Perdata. Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata
menjadi mutlak untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, yang sebelum berlakunya Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI ini masih tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdata
dan KUHD. Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian / lembaga dan
Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha
dan/atau kegiatan berusaha yang mulai disusun kembali merupakan salah satu
upaya pendukung percepatan dan peningkatan penanaman modal.

Aturan mengenai pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma,
Dan Persekutuan Perdata melalui SABU relatif masih baru sehingga tidak hanya
pelaku bisnis, Notaris pun selaku pihak yang diberikan kuasa untuk melakukan
pendaftaran banyak yang belum memahami bahkan ada juga yang belum
memahami perubahan aturan dan mekanisme pendaftaran persekutuan komanditer,
persekutuan firma dan persekutuan perdata melali SABU. Berdasarkan uraian latar
belakang inilah penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul
“Dampak Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan

Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata”

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah dampak setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan
Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata terhadap pengaturan
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata?

2. Bagaimanakah perubahan peran Notaris setelah berlakunya Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendafatan

Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan
Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata terhadap pengaturan
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

2. Untuk mengetahui peran notaris setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran

Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegiatan ilmu dalam memproses ilmu
pengetahun secara operasional. Proses penelitian dilakukan karena ditemukan
kejanggalan, ketidakserasian, ketidakseimbangan, dan ketidakpuasan. Hal ini
terjadi karena keadaan empiris dan realita tidak sesuai dengan keadaan ideal yang

diharapkan. Dengan kata lain terjadi kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein.
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Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas masalah hukum yang
timbul. Dengan melakukan penelitian hukum, maka hasil yang dicapai adalah untuk
memberikan preskripsi mengenai masalah yang diajukan. Berdasarkan uraian
tersebut diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis

dan praktis di bidang hukum yaitu:

1) Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam
memberikan penambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh pihak
yang membutuhkan sebagai kajian pada umumnya, dan pengetahuan dalam
mengetahui peran Notaris setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan
Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

2) Dari segi praktek tulisan ini mampu menjadi salah satu sumber bagi para
mahasiswa kenotariatan maupun para Notaris, mengenai peran Notaris setelah
berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun
2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan

Persekutuan Perdata.

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini Penulis membagi dalam 5 bab. Adapun pembagian ini
dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dala pembahasan topik, sehingga
analisan dan uraian yang dimuat dalam tesis ini tersusun dengan baik. Berikut

adalah sistematika dari tesis ini secara ringkas:
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BAB I

BAB Il

BAB IV

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab ini terdiri dari pembahasan Asas Kepastian Hukum, Asas
Pembentukan Peraturan Perundangan Pengertian Persekutuan
Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer berdasarkan
KUHPerdata dan KUHD, Pendirian Persekutuan Perdata,
Persekutuan  Firma, Persekutuan Komanditer berdasarkan
KUHPerdata dan KUHD, Mekanisme Pembubaran Persekutuan
Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer
berdasarkan KUHPerdata dan KUHD, Penjelasan Umum Notaris,
Online Single Submission (OSS).

Bab ini terdiri dari uraian metode penelitian hukum, jenis
penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, metode
pendekatan, analis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang
membahas mengenai dampak setelah berlakunya Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan
Persekutuan Perdata dan peranan Notaris setelah berlakunya
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun
2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan

Firma, dan Persekutuan Perdata



BAB V : Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan,
yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan meliputi rangkuman
dari keseluruhan uraian penulisan hukum, sedangkan saran

ditujukan kepada pihak-pihak terkait.



